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ABSTRAK

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DENGAN CARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(StudiPenelitian Di PengadilanNegeriLubukPakamKelas 1A)

Ronald Sitanggang*
Dr. Sumarno, S.H., M.H**
Abdul Rahman MaulanaSiregar, S.H., M.H.Li**

Pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi
Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan sesuatu hal yang
tidak dapat dihindari mengingat situasi Pandemi Covid-19. Sehingga dalam
penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian secara langsung di lapangan
tentang efektifitas pelaksanaan sidang online dalam suatu perkara pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum yang
dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia, Bagaimana proses penegakan hukum dalam persidangan online
menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bagaimana efektifitas pelaksanaan
persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi Covid-19 di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A. dan Penelitian ini bersifat deskriptif,
dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Dengan melakukan langsung penelitian
dilapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataannya di masyarakat, dengan cara melakukan wawancara kepada
Narasumber di tempat penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik sebagai dasar hukum dilaksanakannya pelaksanaan persidangan perkara
pidana dengan cara online pada masa Pandemi Covid-19. Untuk penerapan
persidangan secara online di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA masih
kurang efektif karena ditemukan beberapa hambatan pelaksanaannya seperti
kurangnya infrastruktur pendukung, jaringan internet yang buruk, terganggunya
jadwal persidangan, dan kurangnya jaminan kerahasiaan sifat persidangan.

Kata Kunci:Efektifitas, Persidangan Online, Pandemi Covid-19.

* MahasiswaFakultasSosialSains Program StudillmuHukum UNPAB Medan.
**  DosenFakultasSosial Sains Program Studi llmu Hukum UNPAB, DosenPembimbing |
danDosenPembimbing I1.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu
corona virus jenis baru (Sars-Cov) dan penyakitnya disebut corona virus diasease
2019 (Covid-19).! Sehingga dunia sedang menghadapi permasalahan global dengan
kehadiran Covid-19, virus tersebut awalnya terdeteksi di Kota Wuhan, China pada
akhir tahun 2019 yang mana pada awal tahun 2020 telah menyebarluas ke seluruh
dunia termasuk ke Indonesia.

Sejak pandemi Covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun
2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan social/physical
distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah).? Demi
menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk
mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya,
karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran

virus Covid-19 semakin tinggi.>Dengan alasan situasi seperti ini, maka Institusi

! Yuliana, Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness And
Healthy Magazine, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020, hal. 1.

2https://docplayer.info/212525751-Pelaksanaan-persidangan-perkara-jinayah-di-aceh-secara-
online-di-masa-pandemi-oleh-fadhilah-s-hi-m-ag.html

3Ibid.,



pengadilan menggantungkan diri dengan teknologi untuk menunjang pelaksanaan
dalam persidangan.

Ahmad Fathoni Ramli mengatakan bahwa Pengadilan dalam istilah bahasa
Inggris disebut Court, dan Recthbank dalam bahasa Belanda, yang dimaksud adalah
badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara.* Sehingga dapat dipahami bahwa Pengadilan sebagai lembaga penegak
hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk
mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan
dilaksanakan secara sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan pembiayaan
yang murah. Putusan Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan
kehidupan masyarakat yang aman dan damai.®

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa:
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum, serta menjamin
segala hak warga negara yang sama kedudukannya di mata hukum dan Indonesia
haruslah mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintahan

dengan tidak ada kecualinya.”®

4 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara
Peradilan Agama dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 2.

Shttps://core.ac.uk/download/pdf/353892543. pdf

5Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4



Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang
Dasar”.’

Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan
bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa
terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat
dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada
perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau
tidak adil.®

Dari aspek hukum, pandemi Covid-19 juga mempengaruhi proses
pelaksanaan sidang di pengadilan. Hal ini dikarenakan dampak yang akan
ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kondisi kesehatan. Sementara, proses peradilan
merupakan kebutuhan keadilan masyarakat yang fundamental. Pemeriksaan perkara
pidana di pengadilan seyogianya dilakukan secara langsung pada Terdakwa dan
Saksi dalam satu ruangan yang sama.

Berdasarkan keadaan pandemi Covid-19 tersebut, maka pada tanggal 23
Maret 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan

"Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
8 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Resep Hukum Serta Bunga Rampai, Kencana, Jakarta, 2012,
hal. 8.



Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di
Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan
di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tersebut berpedoman pada Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi
kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan
bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social
distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta
penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Selanjutnya, untuk memperkuat dasar hukum dilaksanakannya persidangan
online, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan
Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara
pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat

secara daring (online).



Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 kemudian
menjadi dasar diperbolehkannya pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan
cara online dengan menggunakan alat elektronik video conference pada masa
Pandemi Covid-19 dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, seperti halnya
dilaksanakan juga pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

Sistem persidangan secara online menjadi inovasi baru di dalam suatu proses
peradilan. Pemanfaatan teknologi yang canggih melalui jaringan internet yaitu
dengan menggunakan sistem teleconference dalam melaksanakan persidangan untuk
perkara pidana menjadi pilihan yang tidak bisa dipungkiri lagi.®

Pengaplikasian video conference pada pemeriksaan perkara di persidangan
(khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang
baru. Sebelum pandemi Covid-19 penggunaan video conference sudah digunakan di
beberapa kasus. Namun penggunaanya terbatas hanya untuk mendengarkan
keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana
seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik

dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

® Suriani dan Ismail, Pengarunh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan
Perkara Pidana Di Pengadilan, https://core.ac.uk/download/pdf/353892543.pdf, diakses pada
tanggal 1 Maret 2021, pukul 09.15 WIB.



https://core.ac.uk/download/pdf/353892543.pdf

Senada dengan itu, Aristo M.A. Pangaribuan menyatakan bahwa penggunaan
video conference ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai
ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang
sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa
dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.©

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana di
Indonesia haruslah dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di
Indonesia. Mien Rukmini mengemukakan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang
dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan
penghormatan kepada Hak Azasi Manusia. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak
lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya
keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.

Namun, pelaksanaan persidangan melalui teleconference ini merupakan hal
yang sifatnya darurat dengan alasan Pandemi Covid-19 sehingga masih banyak

kekurangan, serta di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi

10 Aristo M.A. Pangaribuan, Dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Raja
Grafindo, Jakarta, 2017, hal. 265.

1 Mien Rukmini, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana,
Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.



hukum.!? Salah satu hal yang menarik untuk menjadi kajian adalah ketidak hadiran
Terdakwa di dalam ruang persidangan secara langsung, serta sah atau tidaknya
pembuktian dalam persidangan online. Dalam Pasal 154 KUHAP memang tidak ada
menyebutkan secara eksplisit bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan.
Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa “Terdakwa
sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan
berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2)
KUHAP)”.2> KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia dalam
acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal
154 ayat (4) KUHAP.*

Terkait hal tersebut, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa!*“Asas kehadiran
terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana
korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan
lain yakni ius singular, ius speciale, atau bizonder strafrecht.”

Senada dengan itu, Andi Hamzah mengemukakan
“pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara
memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan di luar KUHP.”6

Lhttps://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782

13pasal 154 KUHAP

14https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945

BLilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat
Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 16.

18Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kelima,
Jakarta, 2011, hal. 8.



Sebagai contoh perkara pidana yang dilaksanakan secara online semasa
pandemic Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: adalah dalam perkara
pidana dengan register perkara Nomor :1640/Pid.B/2020/PN Lbp, tentang tindak
pidana penganiayaan berat dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan
diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Persidangan perkara pidana tersebut
dilaksanakan secara online (jarak jauh) dengan menggunakan video conference
aplikasi digital ZOOM, yang mana para Terdakwa masing-masing bernama Junaidi
alias Edi dan Samsul berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang, Majelis Hakim pemeriksa perkara berada di ruang
persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, sedangkan Jaksa
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berada di Kantor Cabang
Kejaksaan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.*’

Didalam situasi Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19, maka Pelaksanaan
persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara online. Dan ini hal yang tidak
dapat dihindari mengingat situasi Pandemi Covid-19. Sehingga penulis sangat
tertarik melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan untuk mengetahui
tentang efektifitas pelaksanaan sidang online ini, dan juga bagaimana dalam hal
proses menemukan fakta-fakta di persidangan untuk penegakan hukumnya

khususnya dalam suatu perkara pidana.

7 Data diambil dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, pada tanggal 23 April 2021,
pukul 10.25 WIB.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam
bentuk Skripsi dengan judul : “Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara
Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Kelas 1A)”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik masalah yang akan penulis
bahas dalam penelitian ini antara lain adalah:
1. Bagaimana kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara dimasa Pandemi
Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dalam persidangan online menurut
Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan persidangan pidana secara online dimasa

Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada
masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam persidangan online
menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektifitas persidangan pidana secara online dimasa

Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.
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Manfaat Penelitian
Ada tiga aspek manfaat yang ingin dicapai penulis, yaitu:
1. Manfaat Akademis
a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan
sarjana hukum di Univesitas Pembangunan Panca Budi Medan
b. Menambah pengalaman bagi penulis untuk menambah wawasan dalam
dunia penelitian ilmiah
2. Manfaat Teoritis
a. Sebagai sumbangan literature dan perbendaharaan di perpustakaan
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
b. Sebagai peningkatan pengetahuan dan khasanah berpikir dalam bidang
ilmu hukum
3. Manfaat Praktis
Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan
masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait efektifitas
pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi

Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.
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E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penulusuran dan memeriksa beberapa arikel terkait
“pelaksanaan sidang pidana secara online”.Ada beberapa kesamaan yang penulis
temukan terkait penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Skripsi | Gede Angga Permana, NPM : D1A013146, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Mataram. Dengan judul penelitian Skripsi: “Tinjauan
Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconfrence) Dalam
Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan”. Penelitian dilakukan pada tahun
2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:8
a. Bagaimanakah keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (Teleconfrence) di

sidang pengadilan?
b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh
(Teleconfrence) di sidang pengadilan?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian | Gede Angga Permana
adalah bahwa penelitian I Gede Angga Permana membahas tentang kekuatan
pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconfrence) dalam pemeriksaan
perkara pidana di persidangan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang
pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi

Covid-19.

18 | Gede Angga Permana, Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh
(Teleconfrence) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan., Fakultas Hukum Universitas
Mataram, Mataram, 2017
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2. Skripsi oleh Haziratun Nadiyah, NPM: 502015292, Mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan judul penelitian
Skripsi: “Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”.
Penelitian dilakukan pada tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai
berikut:*°
a. Bagaimana putusan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis

terhadap terdakwa In Absentia dalam kasus tindak pidana korupsi?
b. Apakah pembelaan dapat dilakukan dalam peradilan In Absentia?
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Haziratun Nadiyah adalah
bahwa penelitian Haziratun Nadiyah membahas tentang ketidakhadiran

Terdakwa di persidangan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang

pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi

Covid-19.

3. Skripsi oleh Dita Hardiyanti Hidayat, NPM: 45116060221 Mahasiswi
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dengan judul penelitian
Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa
Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar”. Penelitian

dilakukan pada tahun 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut:?°

19 Haziratun Nadiyah, Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi,Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019

20 Dita Hardiyanti Hidayat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa
Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, 2021



14

a. Bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-
19?
b. Apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan

terhadap pelaku tindak pidana?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dita Hardiyanti Hidayat
adalah bahwa penelitian Dita Hardiyanti Hidayat membahas tentang pencurian
pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana,
sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan persidangan
perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi Covid-19.

Dari beberapa penelitian Skripsi di atas, terungkap suatu fakta bahwa
tidak ada penelitian skripsi terdahulu yang sama dengan judul penelitian skripsi
penulis atau dengan kata lain penelitian penulis berbeda dengan penelitian
Skripsi lainnya. Karena penelitian skripsi penulis ini diangkat berdasarkan
fenomena hukum yang sedang terjadi pada saat sekarang ini yakni pada masa
Pandemi Covid-19. Lagipula, penelitian penulis menggunakan metode penelitian
lapangan melalui penelitian langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Kelas 1A.
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F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efetifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan
atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun
program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang
telah ditentukan.?
2. Pengertian Persidangan Perkara Pidana

Dilansir dari situs resmi Kompasiana.com, pengertian sidang adalah
forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya
menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan
yang jelas.?

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Tata Tertib Persidangan, yang berbunyi: “Persidangan adalah sidang-

sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno

21 |ga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, Jurnal
Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Februari 2012, hal. 3.

2 Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara
pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text=_Sidang%20merupakan%20forum% 20
formal%20suatu,dan%20aturan%2Daturan%20yang%20jelas. &text=Keputusan  %20ini%?20sifatnya
% 20final%2C%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan, diakses pada tanggal
1 Maret 2021, pkl 16.18 WIB.



https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara%20pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text= Sidang%20merupakan%20forum% 20 formal%20suatu,dan%20aturan%2Daturan%20yang%20jelas.&text=Keputusan %20ini%20sifatnya % 20final%2C%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan
https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara%20pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text= Sidang%20merupakan%20forum% 20 formal%20suatu,dan%20aturan%2Daturan%20yang%20jelas.&text=Keputusan %20ini%20sifatnya % 20final%2C%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan
https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara%20pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text= Sidang%20merupakan%20forum% 20 formal%20suatu,dan%20aturan%2Daturan%20yang%20jelas.&text=Keputusan %20ini%20sifatnya % 20final%2C%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan
https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/cara%20pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi#:~:text= Sidang%20merupakan%20forum% 20 formal%20suatu,dan%20aturan%2Daturan%20yang%20jelas.&text=Keputusan %20ini%20sifatnya % 20final%2C%20sehingga,atau%20tidak%20hadir%20dalam%20persidangan
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untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi”.3

Sebagaimana diketahui bahwa perkara pidana merupakan permasalahan
hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Leden Marpaung menyatakan
bahwa “tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”2*
Kemudian, menurut Tri Andrisman pengertian tindak pidana adalah “perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau
pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan
umum.”?

Dikutip dari buku karangan Amir Ilyas menyatakan:

“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana dikenal
dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu
Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana
atau tindakan pidana.”?®

Dari berberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

pengertian persidangan perkara pidana adalah suatu pertemuan yang dihadiri

Zpasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009

24 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

% Tri Andrisman, Hukum Pldana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia,
Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

% Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Rengkang Education Yogyakarta dan
Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.
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oleh dua orang atau lebih atau pihak-pihak untuk menyelesaikan suatu masalah
dan mengambil suatu keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang bertujuan
untuk menemukan suatu kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana yang
didakwakan kepada seseorang. Dalam penelitian ini, persidangan yang dimaksud
adalah persidangan perkara pidana di Pengadilan.
3. Pengertian Online

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,
Istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat
elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah offline
dipadankan menjadi luar jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat
elektronik ke jaringan internet.?’
4. Pengertian Covid-19

Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti
demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia.Covid-19 (Corona
Virus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis Corona Virus
baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada

tanggal 31 Desember 2019.%

27 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,
https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline, diakses
tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.38 WIB.

Zpysat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html, diakses
tanggal 1 Maret 2021, pkl 16.42 WIB.



https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline
http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html
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5. Pengertian Sistem Peradilan Pidana
Dalam buku nya R. Sugiharto, menyatakan:?°

“sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) merupakan sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejatahan dalam batas-batas
toleransi. Dengan Kkata lain bahwa Menanggulangi diartikan sebagai
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.
Menurut Mardjono Reksodriputro®®Sistem Peradilan Pidana adalah sistem
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana”.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa:3!

“KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan serta benar-benar memberikan
perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai
manusia.bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar
bekerja dengan baik dan berwibawa, Dalam konteks seperti inilah Criminal
Justice Process sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses
penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang
pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga
Pemasyarakatan.”

29R. Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di

Beberapa Negara, Unissula Press, Semarang, 2012, hal 1.

30Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Kontemporer, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta,

2010, hal 3

39.

3yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal.
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G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah dalam penelitian ini.32
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan
atas objek dan subjek penelitian.®
2. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.
Dengan melakukan langsung penelitian di lapangan, yaitu mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi lapangan
dengan melakukan wawancara langsung kepada Narasumber terkait dengan
efektifitas persidangan perkara pidana secara online pada masa Pandemi Covid-

19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

32https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/
33 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.
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4. Jenis Data
Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber
pertama*

b. Data sekunder, data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan,
Literatur Hukum, Jurnal Hukum, internet dan Keputusan Pengadilan
terkait penelitian.®

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder
kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif
sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang
berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari
bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan,
doktrin, pinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, terkait
dengan efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara
online pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Kelas 1A.%¢

S4www.info.populix.co>post
Swww.dglab.id>data-sekunder
https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/2890/2650/
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H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I:

BAB II:

BAB III:

Pendahuluan, terdiri dari “Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan”.

“Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa
Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,
terdiri dari sub Bab a) “Tinjauan umum tentang Pandemi
Covid-19”, b) “Kebijakan hukum vyang dirumuskan oleh
Negara pada masa Pandemi Covid-19 dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia”, dan c) “Faktor penyebab dilaksanakannya
persidangan online pada masa Pandemi Covid-19”.

“Proses Penegakan Hukum Dalam Persidangan Online
Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, terdiri dari sub
Bab: a) “Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Hukum
Acara Pidana”, b) “Prosedur Pembuktian dalam persidangan
online pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dan c)
“Proses penegakan hukum dalam persidangan online menurut

Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.



BAB IV:

BAB V:
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“Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan
Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A”, sub Bab terdiri daria)
“Efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan
cara Online pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A”, b) “Hambatan pelaksanaan
persidangan perkara pidana dengan cara Online pada masa
Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas
1A”, dan ¢) “Politik Hukum Penulis terhadap pembaharuan
Hukum Acara Pidana terkait Persidangan Online dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia di Masa yang akan datang”

“Penutup”, terdiri dari sub Bab: a) Kesimpulan dan b) Saran.



BAB |1
KEBIJAKAN HUKUM YANG DIRUMUSKAN OLEH NEGARA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

Pada tanggal 9 Maret 2020, WHO (World Health Organization) atau Badan
Kesehatan Dunia resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi,
Artinya:“virus corona telah menyebar secara luas di dunia”.*’

Seiring dengan peningkatan status krisis kesehatan menjadi kondisi
darurat kesehatan berskala episentrum penyebaran Covid-19 telah bergeser ke
Lombardy, Internasional/ Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC), Italia yang membentuk Kluster baru di wilayah Eropa. Pada bulan
Maret 2020 angka penularan diwilayah Eropa telah mencapai 4.505 kasus dan 113
kematian. Keterlambatan deteksi dini terhadap Kluster penyebaran semakin
mempersulit proses isolasi kasus-kasus lokal yang tersebar di seluruh wilayah
Eropa.®Dalam hal ini, Eskalasi pada kasus penyebaran dan persentase tingkat
kematian akibat Covid-19 total hingga 110.000 kasus tersebar WHO untuk

mendeklarasikan kondisi tersebut sebagai Pandemik pada akhir Maret lalu. di 110

$7https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20sebenarnya%20COVID-19/diakses  pada
Tanggal 15 Oktober 2021, Pukul 10.22 WIB
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https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20sebenarnya%20COVID-19/
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negara dengan tingkat kematian mencapai 3,9 persen secara global. Akhirnya
mendorong Status pandemi global ini, ’'memaksa’ negara-negara di dunia untuk
mengambil langkah drastis dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19.°

Pandemi merupakan sebuah epidemi penyakit yang telah menyebar
kewilayah yang luas seperti ke benua atau negara,’® Sementara epidemi sendiri
adalah sebuah istilah penyebaran suatu penyakit di suatu daerah yang luas dengan
cepat.*! Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu
penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.

Sebelumnya penanganan kerisis “Kesehatan Internasional” pernah terjadi,
dimana sejarah itu dapat diselusuri hingga akihir abad ke- 19 tepat nya pada tahun
1851, dalam rangka mengharmonisasikan respon terhadap penyebaran penyakit antar
lintas batas negara, negara-negara Eropa berkumpul di Paris untuk membentuk
sebuah kerangka kerja umum. Cara yang umum digunakan dalam era ini terhadap
turis dan transportasi laut yang datang memasuki wilayah melalui tindakan
karantina.*?Abad ke-20, lahir dua organisasi internasional kesehatan yakni

Organization (PAHOPan-American Health )pada tahun 1902 danpada tahun 1907.

39Sabrina Nadilla, Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi, Jurnal
Hukum Nasional, Volume 50, Nomor 2, 2020, hal. 261.
“4Ohttps://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi diakses pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 14.05

WIB
“http://eprints.undip.ac.id/83456/2/Amjad_Muhammad_21040115130116_BAB_|.pdfdiakses
pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 14.10 WIB
“2http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/65/56/diakses pada Tanggal 15
November 2021, Pukul 13.00 WIB



https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi
http://eprints.undip.ac.id/83456/2/Amjad_Muhammad_21040115130116_BAB_I.pdf
http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/65/56/
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Office Internationale d’Hygiene Publique Kedua organisasi merupakan cikal bakal
dari lahirnya WHO dengan adanya pergeseran ke dalam sebuah struktur institusi.*®

Dan Nomenclature Regulations. pada tahun 1951, ISR lahir sebagai
predesesor dalam penanganan penyebaran penyakit menular setelah proses
pengambilan keputusan World Health Assembly keempat. Tiga instrumen hukum
utama yang diadopsi melalui mekanisme. Pasal 21 Konstitusi WHO yakni
International Sanitary Regulations (ISR), International Health Regulations (IHR),
kerja ISR ialah persyaratan bagi pemerintah negara berpihak untuk melaporkan
penyebaran penyakit menular tertentu. Informasi tersebut kemudian dapat
disebarkan ke negara-negara didunia. Dasar dari kerangka anggota lainnya untuk
menjadi dasar pengambilan tindakan-tindakan yang diperlukan.*

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus
pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.
Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifkasi pneumonia yang tidak diketahui
etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novelcoronavirus).*® Pada awal
tahun 2020 NCP mulai menjadi pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di
beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus
Kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi

permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang

“3Sabrina Nadilla, Op.Cit., hal. 263.

*1bid., hal. 264.

“Shttps://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-02_Pedoman_Kesiapsiagaan_COVID-
19  Versi 17 Feb 2020 fix.pdfdiakses pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 19.30 WIB


https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-02_Pedoman_Kesiapsiagaan_COVID-19__Versi_17_Feb_2020_fix.pdf
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-02_Pedoman_Kesiapsiagaan_COVID-19__Versi_17_Feb_2020_fix.pdf
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hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel
Corona virus.*

Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-
kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19
sebagai Public Health Emergency WHO resmi menetapkan penyakit novel corona
virus pada manusia ini dengan sebutan Corona virus Disease (Covid-19). Covid-19
disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus
yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, of International Concern
(PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia
(KKMMD).#" Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit ini
terhadap manusia dengan sebutan Corona virus Disease (Covid-19).Walaupun kasus
Covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS hanya berbeda jenis virusnya.
Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi
dibanding Covid-19 (saat ini kurang dari 5%), Covid-19 juga memiliki penyebaran
yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.*

Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang,
seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu.

Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang

8https://wellness.journalpress.id/wellness/article/download/22030/pdfdiakses pada Tanggal 27
November 2021, Pukul 21.00 WIB

“https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2739/1595/diakses pada
Tanggal 27 November 2021, Pukul 21.15 WIB

“B1bid.,


https://wellness.journalpress.id/wellness/article/download/22030/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2739/1595/
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dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi,
atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.*

Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh Covid-19, karena virus
mengakses sel inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpah di sel alveolar tipe
I paru-paru. Virus ini menggunakan glikoprotein permukaan khusus, yang disebut
“spike”, untuk terhubung ke ACE2 dan memasuki sel inang. Kepadatan ACE2 di
setiap jaringan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan
beberapa ahli berpedapat bahwa penurunan aktivitas ACE2 mungkin bersifat
protektif. Dan seiring perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan
mungkin terjadi dan kematian mungkin terjadi.*

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-
19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan
korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada
aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu
percepatan penanganan Covid-19 dengan langkah - langkah cepat, tepat, fokus,
terpadu, dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan

“Shttps://covid19.go.id/tanya-
jawab?search=Apa%?20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemidiakses pada Tanggal 27
November 2021, Pukul 22.00 WIB

Olhid.,.... hal. 3.



https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi
https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi
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Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).%!

Menurut Keppres Nomor 7 Tahun 2020,“Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas, memberikan
arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19, dan
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19”
Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki
tugas:>?

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan

Covid-19;

2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan
penanganan Covid-19;

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;

4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan
penanganan Covid-19; dan

5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden
dan Pengarah.

Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurut

Keppres ini, “dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi

Shttps://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-
penanganan-covid-19/0/beritadiakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 14.35 WIB

S2https://republika.co.id/berita/q75t2a383/kepala-bnpb-pimpin-gugus-tugas-percepatan-
penanganan-coronadiakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 14.42 WIB


https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
https://republika.co.id/berita/q75t2a383/kepala-bnpb-pimpin-gugus-tugas-percepatan-penanganan-corona
https://republika.co.id/berita/q75t2a383/kepala-bnpb-pimpin-gugus-tugas-percepatan-penanganan-corona
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dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Dan dalam hal
pendanaan sebagaimana disebutkan dalam Keppres ini, dibebankan pada APBN,
APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan”.>
B. Kebijakan Hukum Yang Dirumuskan Oleh Negara Pada Masa Pandemi
Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dikutip dari article nya Lilik Mulyadi yang berjudul “Pergeseran Perspektif
dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan
Pemidanaan” menjelaskan bahwa:
“secara terminologi kebijakan berasal dari istilah ”’policy” (Inggris) atau “politiek”
(Belanda)”®* Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum
yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam
mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah

masyarakat atau bidang-bid ang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

S3https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-
penanganan-covid-19/0/beritadiakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 15.12 WIB

S4https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_da
n_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf.


https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf
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mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada
upaya mewujudkan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara)’>®

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada
hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.“Sehingga
kebijakan atau politik hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari politik
criminal”.®® Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum
pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan
pidana. Politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional
dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.®’

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek
kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan
atas hukum.®

Peroses persidangan dilingkungan Pengadilan Negeri di Indonesia mengacu

terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja dimasa

Pandemik Covid-19 pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri tidak seperti

Shttps://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/819/pdfhttps://kominfo.
go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-
19/0/beritadiakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 17.12 WIB

%6Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP
Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 29.

57 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal. 17.

®Bhttps://docplayer.info/212587465-Skripsi-pelaksanaan-persidangan-perkara-tindak-pidana-
korupsi-melalui-teleconference-pada-masa-pandemi-covid-19-di-pengadilan-negeri-palembang.html


https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/819/pdf
https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
https://kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita
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biasanya dengan cara tatap muka langsung, tetapi dengan cara daring (online).**Yang
mana kita ketahui sekarang ini dunia sedang menghadapi wabah virus Covid-19, dan
Negara Indonesia juga termasuk dalam imbasnya penyebaran wabah virus tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang
Perpanjangan Status Keadaan dengan covid-19 yang merupakan penyebab penyakit
mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah akut parah (SARS-CoV) seperti
sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan yang dapat
menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu Tertentu Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh penyelenggara peradilan seperti Kejaksaan
Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Masusia, dan
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat, hanya saja dalam peraktiknya pasti ada
permasalahan, seperti dalam pemanggilan saksi dalam suatu perkara pidana, saksi
untuk dapat hadir untuk diambil keterangannya didepan majelis hakim, hanya saja
dikarenakan ancaman dari wabah virus ini sisaksi takut untuk hadir dipengadilan

ataupun tempat yang telah ditentukan.®

SShttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/84129/NDYO0MDQ1/Pelaksanaan-Persidangan-
Perkara-Pidana-Secara-Daring-Akibat-Pandemi-Covid-19-Corona-Virus-Disease-2019-Ditinjau-dari-
Asas-Keterbukaan-Persidangan-untuk-Umum-abstrak.pdf

80Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah,Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana
Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, dalam
Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021, hal. 3
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Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui teleconference
dengan kondisi pandemik corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam
hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga
proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana
Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas Solus Populi Suprema Lex Esto
yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.®*

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis
merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19,
atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para
penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian
perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi
menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum
menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan
yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris
dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.5?

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara
elektronik, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur

%1bid., hal. 3-4

52Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan
Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), dalam Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020, hal. 293.
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tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup
peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).%

Perma yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini
disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok
Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Perma ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung,
Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang
Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-
19 pada 13 April 2020 lalu. Secara khusus, Perma ini bertujuan menjamin hak-hak
terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang
didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak
semestinya.®*Persidangan perkara pidana secara daring/online juga dilaksanakan di
Pengadian Negeri Lubuk Pakam Kelas I1-A.%°

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 4 Tahun 2020, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan PenyebaranCorona VirusDisease 2019
(Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
Di Bawahnya pada tanggal 23 Maret 2020, maka otomatis surat edaran sebelumnya

yaitu Surat Edaran Sekeretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 yang

83https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-
perkara-pidana-indonesia.html di akses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 14.15 WIB
84https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-
pidana-elektronik, diakses pada tanggal 30 november 2021, Pukul 22.40 WIB

S\WwWawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A



https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-perkara-pidana-indonesia.html
https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-perkara-pidana-indonesia.html
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik
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dikeluarkan tanggal 17 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama
Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya Disease 2019 (Covid-19) otomatis
dicabut.

Peraturan yang mengatur tentang e-Litigation hanya ada di Perma Nomor 1
Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020,
tidak mengatur atau menyebutkan perihal e-Litigation. Dua bulan pasca
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum
sepenuhnya dillaksanakan. Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi
e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri,
Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata
Usaha Negara.%®

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung membentuk

Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di

% Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan
Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01:
46-58. hlm.50.https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdfdiakses pada
tanggal 30 November 2021, Pukul 23.00 WIB



https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdf

35

Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) ). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan
persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum,
militer, maupun jinayat secara daring (online). tentang Administrasi dan Persidangan
Perkara Pidana di Pengadilan berdasarkan SK KMA telah menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomoe 4 Tahun 2020 No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok
Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Perma persidangan Secara Elektronik, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka
Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 la (Perma Sidang Pidana OnlinePerma ini
disusun oleh Pokja pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara

MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian.®’

C. Faktor Penyebab Dilaksanakannya Persidangan Online Pada Masa
Pandemi Covid-19
Persidangan secara online sudah pernah diselenggarakan, sehingga
persidangan online yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata-mata merupakan
suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat
sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan
agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau

teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini

7https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768 diakses pada tanggal 30
November 2021, Pukul 23.00 WIB



https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768
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diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J.
Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui
televisi Swasta Nasional.%®

Upaya melaksanakan persidangan daring dimasa pandemik Covid-19
dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi
perkara akibat penyebaran Covid-19. Setelahnya, aspirasipun berdatangan berbagai
macam pujian dilontarkan seakan penegak hukum mampu berinovasi, demi tetap
berjalannya proses persidangan.

Dewi Rahmanigsih Nugroho menyatakan bahwa “Prosedur yang sedemikian
rupa merupakan tindakan yang sudah menjadi arahan dari pemerintah untuk
menekan angka penularan Covid-19. Persidangan melalui daring dilakukan juga
untuk mematuhi kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah semasa pandemi Covid-
19 vyaitu social distancing dan phisyical distancing, yang tujuan utamanya adalah
untuk menghentikan laju perkembangan infeksi virus Covid-19”.%

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H
selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, “penulis menanyakan
tentang faktor penyebab dilaksanakannya persidangan online pada masa pandemi

Covid-19 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA”. Adapun jawaban

Narasumber adalah sebagai berikut: "

%Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan
Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia, 2020, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304 diakses dari
https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA 74201 02011381722470_0018096509_0021026805_0
1 front_ref.pdf

%Dewi Rahmanigsih Nugroho, Op. Cit., hal. 23.

"OHasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, selaku Hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.15 WIB.



https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304
https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA_74201_02011381722470_0018096509_0021026805_01_front_ref.pdf
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1. Karena adanya wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 atau
pandemi Covid-19, dimana penyakit tersebut dapat menular dengan cepat
yang mengakibatkan masalah kesehatan yang berat terhadap orang yang telah
terinfeksi bahkan bisa meninggal dunia.

2. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga solusi yang
dianggap tepat adalah melakukan jaga jarak atau social distancing dan
phisyical distancing.

3. Sebagai realisasi dari terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di
Bawahnya.

4. Sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan
Secara Elektronik.

5. Untuk mewujudkan asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya adalah

keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi pada masa Pandemi Covid-19.



BAB IlI
PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN
ONLINE MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Hukum Acara Pidana

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilepas dari Hukum Acara Pidana,
sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang
bagaimana untuk menjalankan/ melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil
yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/
memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil,
mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut.’*

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan
hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan
pidana itu sendiri, baik hukum subtantif maupun hukum acara pidana, karena
perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana
“in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “in concreto”.”

Barda Nawawi dalam bukunya mengatakan “upaya penanggulangan

kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

"https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/
2R, Sugihato., SH.M.H, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan
Pidana di Beberapa Negara, Unissula Press, Semarang, 2012, hal. 4.
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masyakarat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare)”.”

Dikutip dari bukunya Barda Nawawi yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam
Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara” menyebutkan bahwa:’*
“Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan
pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang
artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai
kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat
pelanggaran akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup
bermasyarakat”.

Siapapun yang melakukan tindak kejahatan/kriminal pasti dia akan
mendapatkan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya itu. Yang mana hukuman
penjara adalah sanksi yang terbaik bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana sebagai
hukuman terakhir untuk pelaku tindak kejahatan. Sanksi pidana juga merupakan
penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.”™|

Dalam menyelenggarakan upaya-upaya penanggulangan kejahatan demi
kepentingan penegakan hukum dan keadilan hukum bagi semua orang, haruslah

dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya upaya penegakan hukum dilakukan

3 Barda Nawawi Arif, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, hal.
4,

"4Barda Narawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

SDwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung, 2009, hal. 155-156.
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dengan cara-cara yang adil dan berperikemanusiaan, serta dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”®

Menurut Romli Atmasasmita, dan Mardjono Reksodriputro’”” dalam
(Criminal Justice System)“sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu
masyarakat untuk menanggulangi masalah kejatahan. diartikan sebagai
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi Menanggulangi”.
Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa’®“yang di maksud dengan
sistem peradilan pidana adalah memberikan sistem pengendalian kejahatan yang
terdiri  dari  kejaksaan, pengadilan, lembaga-lembaga kepolisian, dan
permasyarakatan terpidana”.

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, “sistem
peradilan pidana jaringan atau (Network) peradilan yang menggunakan hukum
pidana materil, meupakan suatu pidana formal maupun hukum hukum pelaksanaan
pidana”.”

Sementara itu menurut Geoffrry Hazard Jr, adanya tiga bentuk pendekatan

dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yaitu:®

"8http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/

"Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Kontemporer, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta,
2010, hal 3.

81bid.,

1bid., hal. 6.

8Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Prespektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme), Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 17-18
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1. Pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak sebagai instusi
pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sehingga ke empat
aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
penegakan hukum semata-mata.

2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajemen yang memeiliki mekanisme kerja, baik
yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertiakal sesuai dengan struktur
organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan
adalah sistem administrasi.

3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat
secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan
dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan
tugasnya. Sistem yang yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Berkaitan dengan sistem Peradilan Pidana di Indonesia menurut Hukum
Acara Pidana, adapun tahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum
bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyidikan oleh penyidik perkara penyelesaian pidana

dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab 1V, Pasal 5 KUHAP).
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2. Tahap kedua: Proses penyelesaian melalui tahap perkara pidana penangkapan

(Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).

3. Tahap ketiga: Proses pidana melalui tahap penyelesaian perkara penahanan

(Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).

4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pemeriksaan di muka pidana

Undang-Undang berdasarkan Nomor 8 Tahun 1981 adalah sidang pengadilan

(Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan
pandangan tentang kedudukan Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud
tampak terlalu menitikberatkan terhadap Tersangka dan Terdakwa, dalam proses
penyelesaian perkara pidana di indonesia. Perlindungan atas hak dan kepentingan
tersangka serta hak dan kepentingan namun kurang memperhatikan efisiensi
mekanisme penyelesaian perkara pidana terdakwa, itu sendiri oleh penyalahgunaan
kekuasaan aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban aparat
penegak hukum 8

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran
kedudukan seorang dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang

memperhatikan yang dituduh melakukan tindak pidana.Adapun perubahan pemikiran

81https://media.neliti.com/media/publications/266136-perlindungan-hukum-bagi-tersangka-
dalam-2c53155f.pdf
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seharusnya diikuti dan sikap pembentuk KUHAP berserta penjelasannya. Juga sudah
oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses
peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-
benar memberikan perlindungan hukum, sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang
terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia.®? Dalam konteks
seperti inilah Criminal Justice dimulai Process serta diakhiri dengan pelaksanaan
pidana di lembaga Pemasyarakatan dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan
dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.®

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia
berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan
subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai
berikut:34

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima terjadi tindak pidana; laporan

dan pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan manakala adanya

tindak pidana, seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi

syarat untuk diajukan ke Kkejaksaan dan melakukan, melaporkan

dilindunginya para pihak hasil penyelidikan kepada proses peradilan

kejaksaan dan memastikan yang terlibat dalam pidana.

8http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/3131/2890/

8Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit., hal. 39.

84https://systematiccraze.wordpress.com/2015/03/16/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-
indonesia/
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2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke
pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan
melaksanakan putusan pengadilan.

3. Pengadilan mempunyai kewajiban: untuk menegakkan hukum dan keadilan,
melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban kasus-kasus secara dalam
proses peradilan pidana, melakukan efisien dan efektif, memberikan putusan
yang adil dan berdasarkan hukum pemeriksaan, menyiapkan arena publik
untuk persidangan sehingga publik dapat berpatisipasi dan melakukan
penilaian terhadap proses peradilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi: menjalankan putusan
pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan
perlindungan  hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk
memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke
masyarakat.

5. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa
dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses

peradilan pidana.
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B. Prosedur Pembuktian Dalam Persidangan Online Pada Sistem Peradilan
Pidana Indonesia

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang onlinepada masa Pandemi
Covid-19 ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim dalam mencari
dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam
Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya.

Menurut  Syaiful  Bakhri,  Perspektif  Sistem Peradilan  Pidana
mengisyaratkan®®

“bahwa pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan
terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek
pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum
acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari
hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga
penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan,
dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian
juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga
penelitian”.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk
menanggulangi masalah kejatahan. diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar
berada dalam batas-batas toleransi Menanggulangi sistem peradilan pidana

merupakan sistem menanggulangi masalah kejatahan. Diartikan sebagai

8Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan
Pengembangan llmu Hukum (P31H), Jakarta, 2009, hal. 2.
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mengendalikan kejahatan dalam suatu masyarakat untuk agar berada dalam batas-
batas toleransi Menanggulangi.®

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, pembuktian merupakan inti
persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah
kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu
tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Untuk
membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ketentuan-
ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pembukian yang
sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara
yang berlaku dalam hukum pembuktian.®’

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses
penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal
ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam
proses formilnya, atau setidak-tidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya,
proses penerapan hokum acara pidananya masih harus dilakukan koreksi.%®

Adapun alat bukti dalam Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi

8https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif _dan_prakt
ik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf
87https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-
perkara-pidana-indonesia.html
8 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.
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b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk dan

e. Keterangan terdakwa.®®

Terkait dengan Barang Bukti, dengan merujuk pada Pasal 39 Ayat (1)
KUHAP jo Pasal 39 Ayat (1) KUHP, barang bukti dapat didefinisikan adalah barang-
barang yang berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau
digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana atau yang dipakai menghalang-
halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana dan atau benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari
tindak pidana.

Makna “membuktikan” menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu:
“Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu
peristiwa, sehingga dapat diterima acara pembuktian adalah dalam rangka mencari
kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati
yaitu melalui: Penyidikan, oleh akal kebenaran peristiwa tersebut”. Dalam hukum
acara pidana, Penuntutan, pemeriksaan terhadap di persidangan, serta pelaksanaan,

pengamatan dan Pengawasan.*

8 ihat pasal 184 ayat 1 KUHAP
% Martiman Prodjohamidjojo, Sitem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983, hal. 12.
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Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau
teleconference ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk
terobosan yang paling tepat dan global harus terus disempurnakan oleh Mahkamah
Agung RI, sebab lambatnya di Indonesia (Expired Law) akan melanggar pemenuhan
jaminan hak hukum setiap pembaruan hukum individu yang sedang berhadapan
dengan hukum.®!

Bahwa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI tersebut adalah
bentuk pertanggung jawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat,
sederhana, dan akurat tanpa atau menghambat masyarakat memperoleh akses
keadilan. Karena bagi Mahkamah Agung menunda RI, “Justice Delayed, Justice
Denied”, yang artinya “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada
Keadilan”.%

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan®
menyebutkan bahwa:

“prosedur pembuktian dalam persidangan online pada Sistem Peradilan Pidana
Indonesia diatur dalam PERMA tentang Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik, Nomor 4 tahun 2020 2 (dua) Tentang Adminstrasi dan Persidangan
alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana pada masa Pandemi
Covid-19, yaitu secara offline dan secara online ”.

9https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945

9 Wahyu Iswantoro, Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi
Covid-19, Jurnal Selisik, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020,hal. 63.

%Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.25 WIB.
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Dan narasumber juga menjelaskan tentang pelaksanaan sidang apabila
dilakukan secara offline maksudnya bahwa:%*
“persidangan dilakukan seperti biasanya yaitu sidang tatap muka diruang
persidangan pada umumnya, yakni semua yang terkait hadir didalam acara
persidangan itu.”
Persidangan secara online ini bisa dikatakan bagian dari reformasi sistem peradilan
di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada
saat pandemi Covid-19 ini.%®

Di Sisitem Acara Pidana sekarang ini telah kita kenal dengan adanya dua
jenis peraktik persidangan “online dan offline” hanya saja belum diatur didalam
KUHAP, maka dari itu untuk menghidari problematika kedepannya apabila
pelaksanaan sidang online ini tetap terlaksana walaupun sudah tidak lagi dalam
keadaan “pandemic Covid-19” atau dengan kata lain “normal” seperti biasanya, perlu
kiranya adanya kodifikasi terhadap KUHAP yang sekarang ini agar tidak terjadi
problamatika hukum.
C. Proses Penegakan Hukum Dalam Persidangan Online Menurut Sistem

Peradilan Pidana Di Indonesia
Pandemi Covid-19 yang masih terjadi mempengaruhi berjalannya proses

penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah aktifitas persidangan, yang

%Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.28 WIB.

%Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.29 WIB.
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tidak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Persidangan perkara
pidana yang paling terdampak untuk pelaksanaan online disituasi saat ini.%

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No
1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Dibawahnya.®” Untuk menguatkan legalitas pelaksanaan sidang
perkara pidana secara online, maka Mahkamah Agung pada tanggal 25 September
2020 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020
Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara
Elektronik.%®

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Japindum) KejagungSunarta
menjelaskan,*“persidangan online itu merujuk instruksi Jaksa Agung Nomor 5
Tahun 2020 Pada Tanggal 23 Maret Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan
Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian juga Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA)

Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan
Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19”.

%Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Anshori,“Eksistensi Persidangan Online Ditengah
Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia “Jurnal Hukum AI’Adl, Volume 13, Nomor 2,
Juli 2021, hal. 2, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945

9http://eprints.ums.ac.id/90503/11/Bab%201.pdf, hal. 5

®Bnttps://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4341/peraturan-mahkamah-agung-republik-
indonesia-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-perkara-pidana-di-pengadilan-
secara-elektronik

®nhttps://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-
online-tipidum-selama-pandemi-covid-19/, di akses pada tanggal 29 November 2021, pukul 23.15
WIB
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Senada dengan itu, Achmad Nas Rudin Yahya menyatakan bahwa'®*dengan
adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan MoU antara MA,
Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk
menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara
elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19”.

Kejaksaan Agung juga mencatat, sejak beredarnya SEMA No 1 Tahun 2020,
telah terlaksana persidangan secara online kurun waktu pada Tanggal 30 Maret
hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah
menjalani persidangan secara elektronik.

Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi
sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau
menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di
kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen
kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan
dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin

kepastian hukum.%?

0achmad Nas Rudin Yahya, Menyoal Payung Hukum Persidangan Online, dalam
Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431, diiakses pada tanggal 28
September 2021, pukul 09.17 WIB.

101 oc.Cit., https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-
persidangan-online?page=all, di akses pada tanggal 29 November 2021, pukul 23.39 WIB

192https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdf/, Dewi Rahmaningsih
Nugroho dan Sutekti ’Membangun Budaya Hukum persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang
Tindak Pidana via Telekonfrensi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020,



https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all
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Hanya saja disaat pandemik seperti saat ini Pelaksanaan persidangan online
melalui sarana teleconference sangat diharuskan mengingat semakin bertambahnya
kasus terinfeksi covid-19 di Indonesia. Dengan cara ini Pemerintah Indonesia dapat
menekan lajunya perkembangan virus ini, ter-khusus didalam lingkung Mahkamah
Agung dan juga instansi yang terkait didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Persidangan secara online ini bisa dikategorikan suatu terobosan baru dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia. Ini semua dilakukan Pemerintah Indonesia agar
Negara Indonesia sesegera mungkin lepas dari masa pandemik.

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 ini adalah peraturan untuk
menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat,
dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana.®®

Jika tidak sidang secara offline dimungkinkannya dilaksanakan keadaan
tertentu prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan dapat dilakukan
cara online baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat untuk dilakukan
persidangan perkara sedang berlangsung.%

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses penegakan

hukum dalam persidangan online menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada

masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis dan cepat,

https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304, di akses Pada tanggal 29 November 2021, Pukul 23.45
WIB.
103http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1641
104https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-
perkara-pidana-indonesia.html



https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1641
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dimana Mahkamah Agung RI telah membangun sinergi terhadap Instansi-Instansi
Penegak Hukum lainnya. Sehingga, pelaksanaan persidangan perkara pidana secara
online tidak mengurangi rasa penegakan hukum pada khususnya, serta dalam
keadaan ‘“kedaruratan kesehatan” dengan sendirinya Mahkamah Agung RI telah
berkontribusi dalam memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun di sisi lain, dengan merujuk pada penjelasan dalam Pembahasan BAB
IV ini serta bersesuaian pula dengan penelitian penulis (fakta) di lapangan, maka
penulis berpendapat bahwa proses pelaksanaan persidangan online ini berpotensi
dapat mengganggu prinsip fair trial (peradilan jujur dan adil) jika infrastruktur
persidanganonline kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam
proses pembuktian. Selain itu antara Hakim, Jaksa, Terdakwa, Penasihat Hukum dan
Saksi tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang
ilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan

memungkinkan terjadi.’%®

105https://123dok.com/document/zk0dxn8y-eksistensi-persidangan-online-ditengah-pandemi-
perkara-pidana-indonesia.html
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BAB IV

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA DENGAN CARA ONLINE PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI LUBUK
PAKAM KELAS IA

A. Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas
1A

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, untuk terwujudnya
efektifitas Pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa

Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, Narasumber

menyampaikan bahwa sebelum acara persidangan secara online dilaksanakan, maka

harus memperhatikan atau mempersiapkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai berikut:1%

1. Semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan
dengan suara yang jernih.
2. Panitera/Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk

kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim.

106 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.35 WIB.
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3. Dalam persidangan hakim, Panitera Pengganti, Penuntut dan Penasihat
Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan
hukum acara yang berlaku.

4. Setiap dokumen yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan
terdakwa harus berbentuk dokumen elektronik dengan format Portable
Document Format (PDF).

5. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi
antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

Mekanisme sebagaimana disampaikan oleh Narasumber diatas dalam
persidangan online memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipahami
bahwa Perma tersebut memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan
dalam perkara pidana, yaitu secara offline dan secara online. Dilakukan secara offline
maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua
peserta sidang dan prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan
secara langsung tanpa melalui media elektronik. Akan tetapi jika hal tersebut
memungkinkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma
tersebut yang berbunyi: “Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan
dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan”
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Persidangan secara online ini memang merupakan bagian dari reformasi
sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di
Indonesia terlebih pada saat Pandemi Covid-19 ini. Sehingga diperlukan kebijakan
yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat
penyebaran Covid-19 jika persidangan hanya dilakukan secara offline. Bahwa
dengan diterapkannya persidangan online ini sangat efektif dilaksanakan sehingga
diperoleh berapa keuntungan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan pelaksanaan sidang online sangat hemat waktu karena tidak
lagi mengantri seperti saat pendaftaran sidang offline yang memakan waktu
sampai berjam-jam menunggu antrian. dan begitu juga mengantri pada saat
giliran waktu sidang.

2. Dalam pelaksanaan beracara dipengadilan mulai dari proses pendaftaran
sampai dengan proses waktu pemanggilan sidang hanya menggunakan alamat
surat elektronik ke masing-masing pihak, pihak pengadilan hanya
mengirimkan proses beracara melalui pos elektronik sehingga tidak
mengeluarkan atau menggunakan biaya yang besar, terutama masyarakat atau
pencari keadilan yang sangat jauh tempat tinggalnya dari pengadilan.

3. Penerapan aplikasi elektronik yang diterapkan oleh pengadilan untuk
melakukan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, proses sidang dan untuk
memperoleh salinan putusan hanya menggunakan Hand Pone (HP), sehingga

tidak mengeluarkan banyak tenaga atau energi untuk pergi ke pengadilan
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4. Sistem aplikasi sidang online yang dilaksanakan pengadilan dapat diakses
langsung oleh masyarakat atau pencari keadilan, ini membuktikan adanya

transparansi atau keterbukaan informasi publik dilingkungan pengadilan.

Dari beberapa keuntungan sidang online tersebut diatas bahwa prinsp-prinsip
azas pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan keterbukaan informasi
publik sudah benar-benar diterapkan. Sehingga agar pemenuhan terhadap hak-hak
hukum bagi saksi, korban maupun terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal dan
benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan.1%’

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa “Persidangan online ini
bentuk dari progresifitas hukum yang mengedepankan pada prinsip-prinsip dasar
hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan”. Sehingga pada dasarnya tidak bertentangan dengan
Hukum Acara sekalipun tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. 1%

Dengan demikian, Pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara
online pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A
efektif apabila infrastruktur pendukungnya lengkap dan berjalan sebagaimana
mestinya, serta seluruh stakeholder di dalamnya memahami dan mendukung

pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online tersebut.

197 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.40 WIB.

1%8https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4493/2945diakses pada
Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 14.22 WIB
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B. Hambatan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas
1A

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Narasumber,
terungkap hambatan pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online
pada masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A adalah
sebagai berikut:1%°

1. Tidak Lengkapnya Infrastruktur Yang Digunakan di Instansi Lain
Faktor sarana atau fasilitas yang lengkap merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut baik atau buruk. Dimana dalam
pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi
Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A ini tidak semua Instansi
atau unsur memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung dilaksanakannya
persidangan online, seperti : tidak sedianya jaringan internet yang mendukung,
perangkat microfon atau alat untuk mengakses suara tidak mendukung, layar
monitor yang kurang mendukung, dan kualitas kamera yang digunakan kurang
baik. Sehingga hal ini menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan persidangan
perkara pidana dengan cara online pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

109 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrawan Nainggolan, S.H., M.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.55 WIB.
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2. Kualitas Jaringan Yang Buruk atau Sewaktu-Waktu Dapat Terganggu

Hal yang terjadi apabila jaringan tidak bagus maka banyak yang menjadi
gangguan dalam persidangan itu seperti suara yang kurang jelas, atau pun
kualitas gambar yang kurang bagus, hal ini semua disebabkan oleh koneksi
jaringan internet yang tidak stabil, atau pun juga bisa diakibatkan oleh gangguan
cuaca yang tidak bisa diprediksi.

Dalam pelaksanaan persidangan online yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, hal itulah yang menjadi kendala seperti: dalam
hal pemeriksaan saksi secara online, saat dilakukan pemeriksaan saksi, tetapi
tiba-tiba konektifitas jaringan internet terganggu, maka dalam hal ini otomatis
pemeriksaan saksi pasti tidak efektif. Maka kebijakan Hakim selaku pimpinan
Majelis dalam persidangan akan menunda persidangan itu terkait agenda
pemeriksaan saksi.
3. Terganggunya Jadwal Persidangan

Dengan adanya hambatan seperti jaringan yang buruk pada saat
persidangan menyebabkan persidangan perkara pidana secara online terpaksa
diskors bahkan ditunda, hal ini dapat menyebabkan terganggunya jadwal
persidangan yang telah ditentukan sebelumnya bahkan terkadang juga dapat
memberikan efek tergesa-gesa dalam pelaksanaan persidangan itu sendiri. Hal ini
tentu menyulitkan Majelis Hakim untuk menghasilkan putusan yang benar-benar

dekat dengan nilai-nilai keadilan.
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4. Faktor Jaminan Kerahasiaan Sifat Persidangan

Dalam pelaksanaan persidangan online tidak menjamin suatu kerahasiaan
dalam suatu perkara yang sifatnya tertutup untuk umum. Dalam hal ini penulis
mengambil contoh kasus pidana yang sifatnya tertutup untuk umum, yaitu kasus
pencabulan terhadap anak. Karena disaat dilakukan nya pemeriksaan saksi
korban secara online, hal ini memungkin bisa saja dapat didengar oleh banyak
orang yang berada disekitar saksi korban, karena dalam persidangan perkara ini
apabila dilaksanakan secara normal/tatap muka/offline (dipengadilan) Majelis
Hakim akan memerintah kan seluruh pengunjung yang hadir diruang persidangan

itu untuk keluar dan pintu dipersidangan akan ditutup.

C. Politik Hukum Penulis Terhadap Pembaharuan Hukum Acara Pidana
Terkait Persidangan Online dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di
Masa Yang Akan Datang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan persidangan

perkara pidana secara online tidak mengurangi tujuan penegakan hukum pidana di

Indonesia, serta dalam keadaan “kedaruratan kesehatan” RI melaksanakan

persidangan perkara pidana secara online dengan demikian Mahkamah Agung RI

telah berkontribusi dalam memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dimana

Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas Salus Populi Suprema Lex Esto

yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
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Selanjutnya, dapat diketahui bahwa persidangan secara online ini memang
merupakan bagian dari reformasi Sistem Peradilan di Indonesia yang lebih modern
dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat Pandemi Covid-19 ini.
Dimana patut diapresiasi bahwa Mahkamah Agung RI telah sigap dalam keadaan
“kedaruratan kesehatan” mampu berbenah diri serta tetap melaksanakan proses
peradilan pidana dengan tidak melanggar protokol kesehatan.

Namun, sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat
banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara
online ini. Selanjutnya, proses pelaksanaan persidangan online ini berpotensi dapat
mengganggu prinsip fair trial (peradilan jujur dan adil) jika infrastruktur persidangan
online kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses
pembuktian. Selain itu antara Hakim, Jaksa, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi
tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang
dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan
memungkinkan terjadi.

Berdasarkan berbagai dilema pelaksanaan persidangan perkara pidana secara
online tersebut, adapun politik hukum penulis terhadap pembaharuan Hukum Acara
Pidana terkait persidangan online dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa
yang akan datang adalah bahwa persidangan online ini dapat dilaksanakan dalam
situasi yang mendesak seperti saat ini yang mana Negara kita ini dalam keadaan

“darurat keshatan” atau dengan kata lain Negara ini memberlakukan situasi
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“Pandemi Covid-19”. Walaupun peroses persidangan dilakukan secara online tetapi
tetap harus mengedepankan “prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana yang berlaku guna
terwujudnya penegekan hukum yang seadil-adlinya”.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa disaat-saat tertentu maka
persidangan secara online dapat dilaksanakan seperti pada masa Pandemi Covid-19
saat ini. Atau bila mana di masa yang akan datang terjadi keadaan darurat lainnya
yang mewajibkan persidangan harus dilakukan dengan cara online. Penulis
mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online
tersebut dapat merongrong tegaknya hukum pidana formil di Indonesia yang nota
bene dirumuskan untuk mempertahankan hukum pidana materil.

Lagipula, dalam dunia hukum dikenal suatu asas Fiat Justitia Ruat Caelum
yang berarti bahwa “Sekalipun Langit Akan Runtuh, Hukum Harus Ditegakkan”.
Yang bermakna bahwa tidaklah ada alasan pembenar untuk mengesampingkan atau
melemahkan hukum pidana formil dalam proses penegakan hukum pidana materil,
terlebih-lebih pada proses pembuktian guna mendapatkan fakta-fakta dalam
persidangan. Penulis berpendapat bahwa mustahil suatu penegakan hukum yang adil

dan bijaksana terwujud dengan melanggar proses hukum acara yang semestinya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Negara pada masa Pandemi Covid-
19 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah “melalui Mahkamah
Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan Berada di Bawahnya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik, sebagai dasar hukum dilaksanakannya
pelaksanaan persidangan perkara pidana dengan cara online pada masa
Pandemi Covid-19.”

2. Proses penegakan hukum dalam persidangan online menurut Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan langkah-
langkah yang strategis dan cepat, dimana Mahkamah Agung RI telah
membangun sinergi terhadap Instansi-Instansi Penegak Hukum lainnya.

Sehingga, pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online tidak
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mengurangi rasa penegakan hukum pada khususnya, serta dalam keadaan
“kedaruratan kesehatan”.

. Persidangan online yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Kelas 1A dapat dirasakan langsung kelebihan/keuntungannya mulai dari
proses pendaftaran, pembayaran biaya perkara, proses pelaksanaan sidang,
dan proses pengambilan salinan putusan pengadilan dengan menggunakan
gadget (HP) melalui aplikasi elektronik, sehingga menghasilkan hemat waktu,
biaya ringan, tenaga ringan dan adanya transparansi yang setiap saat bisa
diakses. Akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan persidangan secara online
di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA juga memiliki hambatan
/kekurangan sehingga pelasanaannya masih kurang efektif, untuk itu demi
kelancaran pelaksanaan Persidangan online ini infrastruktur pendukung harus
diperhatikan seperti jaringan internet, alat komunikasi dan juga tampilan layar
agar tampak jelas. Dan juga dukungan dari instansi yang terkait dalam
pelaksanaan persidangan ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran

persidangan online ini.
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B. Saran

1. Adanya Kodifikasi terhadap KUHAP No 8 Tahun 1981 untuk kesempurnaan
dalam pelaksanaan persidangan online.

2. Hendaknya pelaksanaan persidangan online ini hanya dilakukan pada saat
situasi dan kondisi tertentu saja seperti pada masa Pandemi Covid-19. Karena
pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online tersebut dapat
merongrong tegaknya hukum pidana formil di Indonesia yang nota bene
dirumuskan untuk mempertahankan dan untuk melaksanakan hukum pidana
materil.

3. Demi efektifitas pelaksanaan Persidangan sacara online, Kerjasama antara
Instansi terkait anatara lain Mahkamah Agung, Kejaksaaan Agung,
Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham sangat

diutamakan dalam menunjang sarana dan prasaran yang dubutuhkan.
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